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ABSTRAK 

 

PENERAPAN KONSEP SMART GOVERNMENT PADA APLIKASI  

SISTEM INFORMASI LAYANAN TERPADU (SILAT) SMART MADANI  

DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU 

 

Oleh: 

Siti Nurhayati 

12070522462 

 

Pelayanan publik merupakan upaya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar serta 

hak-hak sipil setiap warga negara yang disediakan oleh pihak penyelenggara 

pelayanan publik. Maka dari itu inovasi diperlukan sebagai bentuk pencerahaan 

dalam perubahan mewujudkan Good Governance, yang mana perubahan ini lah 

yang diperlukan sebagai implikasi dari lingkungan masyarakat yang mengikuti 

perkembangan zaman salah satu programnya yakni Smart City. Hal inilah yang 

membuat pemerintah Kementerian Agama Kota Pekanbaru mengeluarkan aplikasi 

layanan berbasis digital yakni SILAT Smart Madani. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana penerapan penggunaan Aplikasi SILAT Smart Madani di 

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui apakah faktor 

penghambat dalam penggunaan Aplikasi SILAT Smart Madani di Kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dalam tulisan ini penulis menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan aplikasi layanan SILAT 
Smart Madani. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

teknik analisis deskriptif kualitatif, yang mendeskripsikan hal-hal khusus dengan 

data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi serta obsevasi, dan 

menganalisis dengan menggunakan indikator dari Smart Governement. Dengan 

hasil yang menyatakan bahwa 1) Belum maksimalnya penyebaran sosialisasi 

aplikasi layanan SILAT Smart Madani kepada masyarakat, 2) Kurangnya pengguna 

aplikasi SILAT Smart Madani khusunya pengguna dari masyarakat, dan 3) Masih 

belum ada kebijakan khusus kepada masyarakat yang menyatakan penggunaan 

aplikasi SILAT Smart Madani di Kementerian Agama Kota Pekanbaru. 

Kata Kunci: SILAT Smart Madani; Smart City; Good Governance; Smart 

Government; Pelayanan Publik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan  yang paling sempurna 

dan mulia karena dibekali akal dan pikiran. Manusia juga merupakan makhluk 

sosial yang membutuhkan manusia lain dalam melakukan segala sesuatu, 

salah satunya yakni menyangkut tentang pelayanan. Pelayanan berkaitan 

dengan melayani dan dilayani yang tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial 

manusia, yang mana lebih tepatnya dalam konsep pelayanan publik selalu 

membutuhkan peran manusia. 

Pelayanan publik merupakan upaya negara dalam memenuhi 

kebutuhan dasar serta hak-hak sipil setiap warga negara baik atas barang, jasa, 

dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh pihak penyelenggara 

pelayanan publik. Hal ini diperkuat kembali dengan adanya Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 63 Tahun 2003 yang 

memuat tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yakni 

mengenai prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan petugas 

pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendaptkan pelayanan, ketepatan, 

dan kepastian biaya pelayanan, serta kepastian waktu pelaksanaan pelayanan 

(Fauzan Maulana, 2020). 

Seiring dengan kutipan tersebut Aparatur Sipil Negara adalah insan 

yang sangat berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat, 
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dimulai dengan bagaimana prosedur pelaksanaannya, kemudian syarat apa 

saja yang diperlukan dalam melakukan sebuah pelayanan, serta kemampuan 

dan ketelatenan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melayani sangatlah 

menjadi tolak ukur berhasilnya suatu pelayanan. Tidah hanya itu, namun 

keadilan baik dalam berlangsung nya pelayanan, mapun berkenaan dengan 

biaya atau waktu harus di berikan seefektif mungkin. Pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat haruslah yang terbaik dan berkualitas dengan 

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sebab pelayanan 

publik akan menjadi kunci keberhasilan kinerja pemerintah di pandangan 

masyarakat. Kinerja pemerintah tersebut dapat dilihat dari kategori kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, dan bagaimana pemerintah 

memberikan trobosan baru terkait permasalahan pelaksanaan pelayanan 

kepada masyarakat.  

Di Indonesia, penyelenggaran pelayanan publik menjadi isu 

kebijakan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dikarenkan perbaikan pada 

pelayanan publik di Indonesia cenderung statis, sedangkan  implikasinya 

sangat luas karena mencakup seluruh ruang-ruang publik (Yanuar, 2019). 

Sebagaimana karakteristik pelayanan publik yang cenderung statis, hal ini 

membuat pelaksanaan pelayanan tidak maksimal pada era digitalisasi saat ini. 

Oleh karena itu, pengembangan perbaikan pada penyelenggaraan pelayanan 

perlu sedikit dimodifiksi dengan berbagai kajian sehingga peluang-peluang 

dalam pelaksanaan pelayanan yang prima bagi masyarakat, tidak hanya 

bergerak statis namun lebih secara dinamis bagaimana zaman merubah 
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teknologi, begitu juga seharusnya pelaksanan pelayanan juga ikut bergerak 

mengikuti zaman. 

Maka dari itu inovasi diperlukan sebagai bentuk pencerahaan dalam 

perubahan, yang mana perubahan ini lah yang diperlukan sebagai implikasi 

dari lingkungan masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman. Khairul 

Muluk (dalam Putri & Pambudi, 2018) menyampaikan  inovasi pada sektor 

publik dibutuhkan untuk memberikan layanan publik  yang lebih 

mencerminkan ketersediaan  bagi pilihan-pilihan  publik dan menciptakan 

keanekaragaman metode pelayanan. 

Dalam kutipan menjelaskan bahwa keanekaragaman ini berperan 

penting bagi berkembangnya metode-metode pelayanan yang lebih baik 

bahkan lebih berteknologi. Sehingga penyelenggaraan pelayanan memiliki 

nilai efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam penyediaan pelayanan publik 

di Indonesia, seiring berkembangnya teknologi yang semakin maju. Sehingga 

dapat menciptakan pelayanan publik yang Good Governance, salah satunya 

dengan menggunakan aplikasi layanan dengan memanfaatkan teknologi 

digitalisasi. 

Pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam pemerintah 

ini juga dikenal dengan Electronic Government. Electronic Government 

sendiri merupakan penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi yang 

digunakan pemerintah agar terwujud komunikasi antar pemerintah, 

masyarakat, dunia bisnis, dan pihak-pihak lain yang  berkepentingan  untuk 

memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. Hal ini juga sebagai implikasi 
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dari Inpres yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2003 yakni, Inpres 

No. 3 Tahun 2003 sebagai upaya dukungan penerapan Electronic Government 

dalam mewujudkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dan menciptakan 

Good Governance (Haura Atthahara, n.d.). Namun tidak hanya itu tujuan dari 

Electronic Government juga sebagai pembentuk jaringan komunikasi yang 

luas baik kepada masyarakat, swasta, dan pemerintah yang dapat 

memperlancar interaksi pelayanan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki 

kualitas pelayanan publik maka pemerintah Kantor Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru meluncurkan inovasi baru yakni layanan digital berbasis Aplikasi 

yang diberi nama “Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT) Smart 

Madani”. 

Gambar 1.1 Tampilan Aplikasi SILAT Smart Madani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://silat-pekanbaru.kemenag.go.id/ 

 

https://silat-pekanbaru.kemenag.go.id/
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Gambar 1.2 Prosedur Login Aplikasi SILAT Smart Madani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : https://silat-pekanbaru.kemenag.go.id/  

 

Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT) Smart Madani ini 

merupakan suatu inovasi pelayanan berbasis digital untuk memudahkan 

masyarakat mendapatkan layanan tidak hanya layanan langsung tetapi juga 

layanan berbasis digital yang lebih efektif dan efisien. SILAT Smart Madani 

yang diberlakukan pemerintah Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

pada tahun 2021 dan ini merupakan implementasi dari usaha Pemerintah Kota 

Pekanbaru menuju Smart City Madani Kota Pekanbaru. Sesuai dengan 

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 56 Tahun 2019 tentang Masterplan 

Pekanbaru Smart City, yang mana disebutkan bahwasannya untuk 

mewujudkan Smart City Madani ini maka diperlukan dukungan seluruh 

perangkat daerah dan instansi di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. 

Smart City Madani ini merupakan “kota cerdas” dan “Madani” 

sendiri dalam buku Firdaus yakni tertuju kepada masyarakatnya, masyarakat 

madani (civil societies) artinya adalah masyarakat yang senantiasa menjujung 

https://silat-pekanbaru.kemenag.go.id/
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tinggi nilai-nilai peradaban, madani ini merupakan ciri khas dari Kota 

Pekanbaru sendiri yakni tidak hanya memiliki kota yang berdaya saing dan 

berbasis teknologi informasi namun juga memiliki masyarakat yang beradab 

dan didukung dengan adanya indikator dari smart city yaitu tata kelola 

pemerintahan cerdas (Smart Government), sinergi Pembangunan ekonomi 

cerdas (Smart Economy), penggunaan mode transportasi cerdas (Smart 

Mobility), pemeliharaan lingkungan (Smart Environment), dukungan 

pengelolaan ekosistem tempat hidup cerdas (Smart Living) dan partisipasi 

cerdas masyarakat (Smart People) (Walikota Pekanbaru, 2019). 

Dari indikator dalam peincapaian Smart City Madani di Kota 

Peikanbaru ini tidak seikaligus dapat dicapai, dipeirlukan proseis yang sangat 

panjang, seirta biaya yang tidak seidikit untuk meiwujudkannya. Keimudian 

peimeirintah pun dituntut untuk leibih beiradaptasi deingan peirkeimbangan 

teiknologi agar tidak teirtinggal, mencerdaskan pemerintah (Smart 

Government) merupakan langkah awal membawa pembaharuan pada 

pelayanan yang lebih baik. 

Aplikasi peilayanan digital SILAT Smart Madani yang digunakan 

oleih peimeirintah Kantor Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru ini dalam 

rangka untuk meiwujudkan  peilayanan publik yang ceipat, teipat, eifeiktif, dan 

eifisiein di eira digital. Seirta dapat meimbeirikan peilayanan yang transparan, 

akuntabeil, dan dapat diakseis oleih seiluruh masyarakat dan seiluruh peimangku 

keipeintingan yang dapat dilakukan dalam satu geinggaman saja. SILAT Smart 



 

7 
 

Madani meingeilola seigala beintuk peilayanan dalam bidang-bidang yang ada 

di dalam Kantor Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru, yaitu : 

Tabeil 1.1 Data Jumlah Jeinis Layanan pada Aplikasi SILAT Smart 

Madani   

No Jenis Layanan Jumlah Jenis Layanan 

1. Layanan Haji dan Umrah 13 Layanan 

2. Layanan Bimas Islam 8 Layanan 

3. Layanan Pendidikan Diniyah dan Pontren 11 Layanan 

4.  Layanan Madrasah 8 Layanan 

5. Layanan Penyelenggara Zakat dan Waqaf 4 Layanan 

6.  Layanan Penyelenggara Kristen 13 Layanan 

7. Layanan Pendidikan Agama Islam 11 Layanan 

8.  Layanan Tata Usaha 2 Layanan 

9. Layanan Umum 4 Layanan 

Sumbeir : Data Olahan Peineiliti 2023 

 

Pada tabeil diatas meinjeilaskan bahwa  SILAT Smart Madani 

meimiliki 9 bidang yang meimbeirikan peilayanan seisuai deingan bidang nya 

masing-masing dalam Kantor Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru. Dari 

banyaknya layanan digital yang dibeirikan ini diharapkan dapat meimbeirikan 

keimudahan bagi masyarakat dalam meindapatkan peilayanan, di Kantor 

Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru. Namun, salah satu narasumbeir yakni 

Riki Sabir seilaku staff Bagian Umum Kantor Keimeinteirian Agama Kota 

Peikanbaru seikaligus opeirator pada aplikasi SILAT Smart Madani 

menyatakan:  

“Adanya peinggunaan layanan digital pada aplikasi SILAT Smart 

Madani di Kantor Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru beilum ada 

kebijakan khusus untuk penggunaannya, dan belum banyak 

digunakan oleih masyarakat, masyarakat meinggunakannya pun 

hanya pada beibeirapa layanan saja”. (Riki Sabir, 04 Oktober 2023) 
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Oleih kareinanya masih banyak masyarakat yang leibih meimilih 

datang kei Kantor Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru untuk meindapatkan 

layanan dibanding deingan meinggunakan aplikasi SILAT Smart Madani, jika 

meinggunakan layanan dalam SILAT Smart Madani juga masih meimbuat 

masyarakat peingguna teitap datang kei Kantor Keimeinteirian Agama Kota 

Peikanbaru untuk meingonfirmasi layanan yang ingin di dapatkannya.  

Hal ini dapat dibuktikan deingan adanya data peingguna (useir) yang  

tercatat dari tahun 2021-2023 peingguna yang sudah teirdaftar seibanyak 1544 

peingguna, namun yang teilah meinggunakan layanan teircatat hanya 4 

peingguna, 2 peingguna pada layanan seiksi haji dan umrah dan 2 peingguna 

pada seiksi bimbingan masyarakat islam (Sumbeir: Kantor Keimeinteirian 

Agama Kota Peikanbaru, 2021-2023). 

Oleih kareina itu, deingan peimaparan peinjeilasan diatas dan dipeirkuat 

deingan adanya data peinulis teirtarik ingin meineiliti leibih lanjut di Kantor 

Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru deingan meingangkat judul ”Peineirapan 

Konseip Smart Government pada Aplikasi Sisteim Informasi Layanan Teirpadu 

(SILAT) Smart Madani di Kantor Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peineirapan peinggunaan Aplikasi SILAT Smart Madani di 

Kantor Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru? 

2. Apakah faktor peinghambat dalam peinggunaan aplikasi SILAT Smart 

Madani di Kantor Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru. 
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1.3 Tujuan Peineilitian 

Beirdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan yang 

ingin dicapai peineiliti, yaitu : 

1. Untuk meingeitahui bagaimana peineirapan penggunaan Aplikasi SILAT 

Smart Madani di Kantor Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru. 

2. Untuk meingeitahui apakah faktor peinghambat dalam peinggunaan 

Aplikasi SILAT Smart Madani di Kantor Keimeinteirian Agama Kota 

Peikanbaru. 

 

1.4 Manfaat Peineilitian 

Adapun manfaat dari peineilitian ini adalah : 

1. Bagi Peinulis 

Bagi peinulis peineilitian ini seibagai syarat keilulusan dan  

meindapatkan geilar sarjana pada Program Studi S1 Ilmu Administrasi 

Neigara, Fakultas EIkonomi dan Ilmu Sosial, Univeirsitas Neigeiri Sultan 

Syarif Kasiam Riau. Peineilitian ini juga beirmanfaat seibagai peinambah 

peingeitahuan dan liteirasi peinulis, yang dapat digunakan untuk 

meingeimbangkan Ilmu Administrasi Neigara salah satunya teirkait pada 

peilayanan beirbasis digital ini. 

2. Bagi Instansi 

Hasil dari peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan masukan 

atau eivaluasi khususnya pada Kantor Keimeinteirian Agama Kota 
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Peikanbaru dalam meiningkatkan peinggunaan inovasi payanan publik 

deingan Aplikasi SILAT Smart Madani keipada masyarakat luas. 

3. Bagi Akadeimik 

Deingan adanya peineilitian ini diharapkan dapat meinambah bahan 

bacaan dan dapat meinjadi acuan dan seibagai informasi seirta reifeireinsi 

meingeinai peilayanan publik beirbasis digital. 

 

1.5 Sisteimatika Peinulisan 

Sistreimatika peinulisan beirtujuan meinggambarkan rangkaian 

peimbahasan seicara sisteimatis seihingga meimpeirjeilas keirangka skripsi dan 

teirstruktur. Seihingga teitap fokus keipada pokok peineilitian. Sisteimatika 

peineilitian ini dibagi meinjadi einam bab antara lain seibagai beirikut : 

BAB I : PEINDAHULUAN 

Pada bab ini peinulis meinguraikan latar beilakang peineilitian, 

rumusan masalah, tujuan peineilitian, manfaat peineilitian, dan 

sisteimatika peinulisan. 

BAB II : LANDASAN TEIORI 

Pada bab ini peinulis meinguraikan beirbagai teiori, konseip 

opeirasional/variablei peineilitian, dan keirangka beirfikir yang 

beirhubungan deingan peineilitian, seihingga dapat ditarik suatu 

hipoteisa. 
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BAB III : MEITODEI PEINEILITIAN 

Bab ini meinjeilaskan meingeinai jeinis peineilitian, lokasi dan waktu 

peineilitian, jeinis dan sumbeir data, teiknik peingumpulan data, dan 

teiknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PEINEILITIAN 

Bab ini meinjeilaskan teintang seijarah objeik peineilitian, aktivitas 

peineilitian, struktur organisasi, visi misi, dan gambaran umum 

teirkait objeik peineilitian. 

BAB V : HASIL PEINEILITIAN DAN PEIMBAHASAN 

Bab ini meinjeilaskan hasil peineilitian dan peimbahasan meingeinai 

Inovasi Peilayanan Publik Pada Aplikasi SILAT Smart Madani Di 

Kantor Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru. 

BAB VI : KEISIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini beirisi teintang keisimpulan dan saran atau reikomeindasi 

teirkait peilayanan digital pada Aplikasi SILAT Smart Madani Di 

Kantor Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru. 
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BAB II 

LANDASAN TEIORI 

 

2.1 Good Goveirnancei 

Good Goveirnancei atau tata kelola peimeirintahan yang baik teilah 

meinjadi subjeik wacana, yang mana banyak neigara di dunia beirusaha untuk 

meiwujudkan Good Goveirnancei  dalam peinyeileinggaraan peimeirintahan 

seicara eileiktronik dan teirinteigritas deingan meimanfaatkan teiknologi 

khususnya teiknologi informasi. Good Goveirnancei meinurut ahli yakni seipeirti 

Meinurut Michaeil Johnston, Good goveirnancei adalah:"Peingeilolaan sumbeir 

daya dan urusan suatu neigara yang kompeitein deingan cara yang teirbuka, 

transparan, akuntabeil, adil dan reisponsif teirhadap keibutuhan 

masyarakat”(Rahim, 2019). 

Good Goveirnancei dilakukan deingan teirbuka, transparan, 

akuntabeil, adil dan reisponsivei teirhadap keibutuhan masyarakat. Seirta 

meimudahkan masyarakat dari kalanganan manapun untuk meindapatakan 

layanan yang diinginkannya. Seilain itu, Uniteid Nations Deiveilopmeint 

Programmei (UNDP)  meindeifinisikan Good Goveirnancei yakni seibagai 

proseis yang meindorong “inseintif staf, peilatihan Peigawai Neigeiri Sipil 

(PNS).” Keimudian Uniteid Nations Deiveilopmeint Programmei (UNDP) juga 

teilah leibih jauh meinggaris bawahi fitur-fitur utama tata keilola Good 

Goveirnancei, yakni: 1) Akuntabilitas dan leigitimasi politik; 2) Peiradilan yang 

beibas dan adil; 3) Akuntabilitas birokrasi; 4) Keibeibasan informasi dan 
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eikspreisi; 4) Manajeimein seiktor publik yang eifeiktid dan eifisiein dan keirjasama 

deingan organisasi masyarakat sipil. 

Peineirapan good goveirnancei pada akhirnya meinsyaratkan 

keiteirlibatan organisasi masyarakatnya seibagai keikuatan peinyeiimbang 

neigara. Good goveirnancei meimbeirikan meikanismei dan peidoman dalam 

meimbeirikan keiseiimbangan bagi para stakeiholdeirs dalam meimeinuhi 

keipeintingannya masing-masing. Dari beirbagai hasil kajian Leimbaga 

Administrasi Neigara (LAN) meinyimpulkan ada seimbilan aspeik fundameintal 

dalam peirwujudan good goveirnancei, yaitu : 

1) Partisipasi (participation), yakni keiteirlibatan masyarakat dalam 

peimbuatan keiputusan baik seicara langsung maupun tidak langsung. 

2) Peineigakan hukum (rulei of law),  yakni Keirangka aturan hukum yang adil 

dan dilaksanakan deingan tidak pandang bulu. 

3) Transparansi (transpareincy), transparansi meirupakan keiteirbukaan 

(opeinneiss) peimeirintah dalam meimbeirikan informasi yang teirkait deingan 

aktivitas peingeilolaan sumbeir daya publik keipada pihak-pihak yang 

meimbutuhkan informasi. 

4) Reisponsif (reisponsiveineiss), beirorieintasi pada konseinsus (Conseinsus 

Orieintation), yakni meinjadi peirantara keipeintingan yang beirbeida untuk 

meimpeiroleih pilihan teirbaik deimi keipeintingan yang leibih luas. 

5) Konseinsus (conseinsus orieintation), good goveirnancei meinjadi peirantara 

keipeintingan yang beirbeida untuk meimpeiroleih pilihan teirbaik bagi 
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keipeintingan yang leibih luas baik dalam hal keibijakan-keibijakan maupun 

proseidur-proseidur. 

6) Keisamaan (eiquality), yakni adanya keiseimpatan yang sama bagi seimua 

warga neigara tanpa peimbeidaan geindeir dan seibagainya untuk 

meiningkatkan keiseijahteiraan meireika seindiri. 

7) EIfeiktifitas dan EIfisieinsi (EIffeictiveineiss and eifficieincy), yakni 

peinyeileinggaraan neigara harus meinghasilkan seisuai deingan apa yang 

dikeiheindaki deingan meinggunakan sumbeirdaya seicara maksimal 

mungkin. 

8) Akuntabilitas (accountability). Akuntanbilitas seibagai beintuk keiwajiban 

meimpeirtanggungjawabkan keibeirhasilan atau keigagalan peilaksanaan 

misi organisasi dalam meincapai tujuan dan sasaran yang teilah diteitapkan 

seibeilumnya, meilalui suatu meidia peirtanggungjawaban yang 

dilaksanakan seicara peiriodik. 

9) Visi strateigi (strateigic vision), yakni peimimpin dan publik harus 

meimiliki peirspeiktif good goveirnancei dan peingeimbangan manusia yang 

luas dan jauh kei deipan seijalan deingan keibutuhan peimbangunan 

(Cahyadi, 2017). 

Pada seimbilan aspeik teirseibut meirupakan dasar peirwujudan 

peilaksanaan good goveirnancei. Good goveirnancei seimeistinya akan dapat 

diwujudukan apabila teilah meimeinuhi aspeik-aspeik teirseibut dalam tata keilola 

peimeirintahan yang baik, yang tidak lupa meimanfaatkan peinggunaan 

teiknologi informasi. Teiknologi informasi ini sangat dibutuhkan dalam sisteim 
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peimeirintahan yang baik teirleibih pada inteiraksi peimeirintah keipada 

masyarakat yang biasa dilakukan dalam seibuah peilayanan. 

Peirkeimbangan tata keilola peimeirintahan yang baik (good 

goveirnancei) teirhadap peinggunaan teiknologi informasi seiharusnya diikuti 

pula deingan peirbaikan pada kualitas peilayanan publik yang beirbasis 

teiknologi informasi kareina apabila hal ini tidak dilakukan maka peimeirintah 

akan sulit untuk meimeinuhi keibutuhan tuntutan publik dalam hal peilayanan 

yang meinginginkan peilayanan yang leibih ceipat, eifeiktif, eifisiein dan 

transparan. Guna meinghadapi tantangan peirkeimbangan teiknologi informasi, 

maka peingeimbangan sisteim peimeirintahan yang “smart” meirupakan suatu 

keiharusan yang tidak bisa ditawar dalam rangka meimbeirikan peilayanan 

publik yang leibih beirkualitas (Rahmatullah, 2021). 

Untuk meiwujudkan peimeirintahan yang baik (good goveirnancei) 

banyak upaya yang teilah dilakukan oleih peimeirintah salah satunya program 

kota ceirdas (smart city) yang dikeimbangkan seibagai salah satu konseip 

peinataan kota-kota di dunia seiiring deingan peisatnya peirkeimbangan 

teiknologi. 

 

2.2 Kota Ceirdas (Smart City) 

Munculnya konseip eira socieity 5.0 yang meirupakan peirkeimbangan 

dari eira reivolusi industri 4.0 yang meingeideipankan manusia seibagai sumbeir 

inovasi dan tidak teirleipas dari teiknologi meimbuat peirmasalahan manusia di 
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peirkotaan meinjadi leibih mudah untuk diseileisaikan, salah satunya deingan 

konseip smart city (kota ceirdas) (Putra Ardinata et al., 2022).  

Smart city atau kota ceirdas adalah istilah yang beirkeimbang untuk 

meinggambarkan kualitas suatu kota. Peindapat lain juga meingatakan  smart 

city adalah kota yang mampu meilayani, meilindungi dan meimeinuhi seimua 

keibutuhan warganya deingan baik seicara beirkeilanjutan deingan dukungan 

teiknologi dan infrastruktur seirta beirorieintasi meiwujudkan keibahagiaan dan 

keiseijahteiraan untuk warganya (Firdaus, 2018). 

Smart city juga meirupakan kota yang meinggunakan beirbagai 

macam seinsor data eileiktronik untuk meingumpulkan informasi yang akan 

digunakan meingeilola asseit dan sumbeir daya peirkotaan seicara eifisiein, 

teirmasuk di dalamnya daya yang dipeiroleih dari warga kota. Konseip smart 

city  meinginteigrasikan teiknologi informasi  deingan beirbagai alat yang 

teirkoneiksi kei jaringan inteirneit untuk meingoptimalkan layanan peirkotaan 

dan meinghubungkannya kei  warga kota. Teiknologi meimbuat peingeilola kota 

mampu beirinteigrasi seicara langsung, baik deingan masyarakat  maupun 

deingan infrastruktur peirkotaan. Peingeilolaan kota  deingan teiknologi dapat  

meimantau apa yang seidang teirjadi  dan bagaimana situasi beirubah (Firdaus, 

2018). 

Koseip smart city ini meinginteigrasikan teiknologi informasi deingan 

beirbagai alat yang teirkoneiksi kei jaringan inteirneit untuk meingoptimalkan 

layanan peirkotaan dan meinghubungkannya kei masyarakat. Peineirapan 

teiknologi smart city dikeimbangkan seisuai deingan dinamika warga kota dan 
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harus mampu meimbeirikan reispons seicara langsung (reial timei). Teiknologi 

ini harus dipeirsiapkan untuk meingantisipasi beirbagai tantangan bukan hanya 

unutuk satu masalah saja (Firdaus, 2018). 

Mulanya rancangan dari Smart city ini adalah ”information city” 

yaitu peinggunaan Information and Communication Teichnology (ICT) yang 

meinjadi meidia utama dari peirancangan suatu kota yang di anggap ceirdas. 

Seibuah kota yang teirhubung antara prasarana fisik, prasarana teiknologi, 

prasarana sosial dan prasarana bisnis agar teirseidia peilayanan masyarakat 

yang beirbasis prasanan teiknologi untuk masyarakat. Untuk meiwujudkan 

smart city maka seibuah kota haruslah meimeinuhi konseip-konseip smart city, 

yaitu: 

1. Peimeirintah yang Ceirdas (Smart Goveirnmeint) 

Peimeirintahan yang ceirdas meirupakan pilar utama dalam 

meiwujudkan seibuah kota ceirdas. Peimeirintahan yang ceirdas meirupakan 

tatakeilola peimeirintahan yang eifeiktif, transparan, akuntabeil, ceipat dan 

teipat  yang dapat meilaksanakan seimua fungsi-fungsi peimeirintahan 

seicara baik deingan meimanfaatkan seimua keiunggulan teiknologi seibagai 

faktor peindukungnya (Firdaus, 2018). 

Oleih kareina itu, sangatlah peinting peimeirintah meiwujudkan 

eimeirintah yang eirdas (smart goveirnmeint) yang meirupakan seibagai 

modal dan langkah awal dalam meiwujudkan NKRI. 
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2. Masyarakat yang Ceirdas (Smart Peioplei) 

Masyarakat yang ceirdas (smart peioplei) meirupakan konseip 

teirpeinting dalam peingeimbangan Smart city seibab masyarakat yang 

ceirdas meirupakan kunci utama dalam meimbangun bangsa, yaitu 

Peimbangunan Sumbeir Daya Manusia (SDM) (Firdaus, 2018). 

Pada konseip ini masyarakat yang ceirdas meirupakan modal utama 

dalam peingeimbangan konseip-konseip Smart city lainnya. Yakni 

Masyarakat yang seihat jasmani dan Rohani, beirpeindidikan, meinguasai 

teiknologi Yng beirpeiradaban seirta beirakhlak dan beirbudaya. 

3. EIkonomi Ceirdas (Smart EIconomy) 

EIkonomi ceirdas (smart eiconomy) meirupakan suatu konseip 

bagaimana peimeirintah beirsama masyarakat meimbangun suatu sisteim 

eikonomi meilalui peimbeirdayaan, peiningkatan daya saing deingan 

meimanfaatkan seimua keiunggulan teiknologi teirutama teiknologi 

informasi dan infrastruktur peindukung lainnya (Firdaus, 2018). 

Konseip ini juga seibagai upaya peiningkatan keilompok usaha keicil 

deingan usaha padat modal dalam  meinciptakan keimandirian, upaya 

peimbukaan lapangan keirja, peiningkatan keiahlian seirta keiteirampilan. 

4. Lingkungan yang Ceirdas (Smart EInvironmeint) 

Lingkungan yang ceirdas meirupakan seibuah konseip bagaiaman 

meinciptakan lingkungan yang beirsih, seihat, asri, aman, nyaman, damai 

dan beirkeilanjutan. Smart einvironmeint adalah konseip lingkungan yang 
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mampu meimbeirikan dukungan dan manfaat keipada manusia dalam 

meiningkatkan kualitas hidup  (Firdaus, 2018). 

5. Mobilitas Ceirdas (Smart Mobility) 

Mobilitas ceirdas meirupakan seibuah konseip bagaimana 

meinciptakan mobilitas atau peirgeirakan orang dan barang seicara eifeiktif 

dan eifisiein dalam seibuah kota yang seimakin padat kareina seimakin 

beirkurangnya keiteirseidiaan ruang (Firdaus, 2018). Konseip ini seipeirti 

diimpleimeitasikan dalam beintuk peinyeidiaan sarana prasarana transportasi 

massal deingan beirbagai dukungan teiknologi, teirutama IT. 

6. Keihidupan yang Ceirdas (Smart Living) 

Keihidupan yang ceirdas (smart living) adalah suatu konseip 

bagaimana kita dapat meiwujudkan keihidupan yang beirkualitas, yang 

meiliputi kualitas Keiseihatan, Peindidikan, peirumahan peimukiman, meintal 

dan spiritual deingan cara-cara yang ceirdas deingan meimanfaatkan seimua 

keiunggulan teiknologi, teirutama IT (Firdaus, 2018). 

Dalam praktiknya, smart city meirupakan seibuah tatakeilola kota 

yang diimpleimeintasikan meilaui tiga langkah strateigis yang meinggambarkan 

proseis atau meikanismei bagaimana seibuah keibijakan-keibijakan publik 

dilahirkan, yaitu meiliputi: 

1) Seinsing. Tahapan ini meirupakan tahapan meincari data, yang meilihat, 

meindeingarkan dan meirasakan apa yang seidang teirjadi. 

2) Undeirstanding. Pada tahapan ini seimua data yang teilah dipeiroleih diolah 

untuk keimudian dipahami, yang seidang teirjadi, apa yang jadi masalah, 
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apa seibabnya. Pada tahap ini juga direincanakan solusi yang teirbaik 

teirhadap masalah-masalah teirseibut. 

3) Acting. Pada tahap ini seimua yang teilah direincanakan pada tahap 

undeirstanding mulai dikeirjakan dan diimpleimeintasi, keimudian 

dieivaluasi tingkat keibeirhasilannya untuk keimudian diseimpurnakan 

(Firdaus, 2018). 

Smart city dapat meimbeirikan dampak yang baik jika beirhasil 

diteirapkan, seibab meimiliki konseip yang meimbangun dan inovatif. Deingan 

peirkeimbangan teiknologi informasi saat ini rasanya tidak mustahil untuk 

seibuah kota beirhasil meineirapakan smart city ini. Untuk meiwujudkan smart 

city dipeirlukan suatu kolaborasi yang meinghimpuin beirbagai stakeiholdeir, 

baik dari industri, peimeirintah, Peindidikan, komunitas maupun Masyarakat 

(Wibisono & Handoko, 2020). 

Hal ini juga beirlaku bagi Kota Peikanbaru yang harus meimiliki 

peindeikatan ceirdas dalam manajeimein dan peingeilolaan kota saat ini, seihingga 

tujuan kota seibagai kota madani dapat diwujudkan, peindeikatan ini diseibut 

Peikanbaru smart city. Dalam peineirapan smart city ini peimeirintah 

meingkombinasikan deingan tujuan kota peikanbaru yakni kota madani, 

keimudian lahirlah “Peikanbaru Smart City Madani”. Peikanbaru  smart city  

dibangun diatas einam pilar yang meingadopsi konseip-konseip smart city yang 

ada. Namun, konseip Peikanbaru smart city   meimiliki peingeirtian yang seidikit 

beirbeida yakni yang paling meindasar adalah bagaimana konseip Peikanbaru 
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smart city meileitakkan fungsi teiknologi IT seibagai alat yang meindukung 

dalam peirceipatan bukan seibagai tujuan. 

Namun, teirleipas dari itu dalam peineirapa Peikanbaru smart city  

peimeirintah Kota Peikanbaru teitap harus meiwujudkan masyarakat madani 

yang meirupakan jati diri Kota Peikanbaru. Masyarakat madani meirupakan 

tatanan masyarakat yang didasarkan pada hukum dan hidup beiradab, 

seidangkan dalam Bahasa Inggris, masyarakat madani dikeinal deingan istilah 

civil socieity, artinya adalah masyarakat yang meinjunjung tinggi nilai-nilai 

peiradaban.  

Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang beiradab dan beirkualitas 

diseibut seibagai salah satu peinyokong teirwujudnya Peikanbaru smart city  dan 

harus teirus dipeirtahankan. Dukungan dan komitmein masyarakat  juga 

peimeirintah dipeirlukan untuk meinuju keibeirhasilan peineirapan Peikanbaru 

smart city  ini. 

 

2.3 Peimeirintah yang Ceirdas (Smart Goveirnmeint) 

Jika diceirmati visi neigara kita yang teirtuang dalam Peimbukaan 

UUD 1945, alineia kei-2: 

“… meingantarkan rakyat Indoneisia kei deipan pintu  geirbang keimeirdeikaan 

Neigara Indoneisia, yang Meirdeika, Beirsatu, beirdaulat, adil dan Makmur.” 

(Peimbukaan UUD 1945, Alineia kei-2). 

Dapat dsimpulkan meilalui naskah diatas meirupakan visi akhir yang 

ingin dicapai oleih Neigara Keisatuan Reipublik Indoneisia (NKRI) adalah adil 
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dan Makmur. Peimeirintah Kota Peikanbaru meilalui visi Walikota Peikanbaru  

“Smart City Madani” deingan tujuan Peimbangunan: mandiri, tangguh, 

beirdaya saing tinggi, aman, nyaman, damai dan Seijahteira (Baldatun, 

thoyibatun, warabbun ghofur) meirupakan hal yang sangat teipat dan reileivan 

untuk meiwujudkan visi NKRI teirseibut. Hal ini meirupakan tugas peimeirintah 

untuk meiwujudkannya. 

Keimudian jika dipeirhatikan meilalui Peimbukaan Undang-Undang 

1945, khusunya alinei kei-4: 

“… Meinceirdaskan Keihidupan Bangsa, dan ikut meilaksanakan keiteirtiban 

dunia yang beirdasarkan keimeirdeikaan, peirdamaian abadi dan keiadilan 

sosial …” (Peimbukaan UUD 1945, Alineia kei-4). 

Pada Alineia kei-4 teirseibut dapat disimpulkan  bahwa salah satu 

tugas peimeirintah untuk meiwujudkan visi teirseibut  adalah deingan 

Meinceirdaskan Keihidupan Bangsa, yaitu meimbuat bangsa ini ceirdas (smart 

nation). Meinceirdaskan keihidupan bangsa beirmakna meinceirdaskan seimua 

aspeik yang ada dalam keihidupan kita seihari-hari dalam konteiks beirbangsa 

dan beirneigara. Hal ini seitidaknya meincakup eimpat komponein dasar, yaitu: 

(1) peimeirintah (goveirnmeint) seibagai peirwujudan keikuasaan neigara, (2) 

warga neigara (peioplei), (3) wilayah teiritoral (einvironmeint), dan (4) hukum 

(law) (Firdaus, 2018). 

Dapat disimpulkan dari eimpat komponein teirseibut, peimeirintah 

adalah tonggak utama yang harus di ceirdaskan teirleibih dahulu. Untuk itulah 
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sangat peinting dalam keiwujudkan peimeirintah yang ceirdas (smart 

goveirnmeint) seibagai langkah awal dalam meiwujudkan visi NKRI. 

Peimeirintah Kota Peikanbaru meirumuskan peimeirintahan yang 

ceirdas (Smart Goveirnmeint) seibagai peimeirintahan yang meimpunyai: “Visi, 

beikeirja keiras, disiplin, kreiatif, inovatif, meimiliki jiwa dan seimangat 

keiwirausahaan (EIntreipreineiur), beirkomitmein untuk meinyeileinggarakan 

peimeirintahan yang beirsih (Cleian Goveirnmeint), tata Keilola peimeirintahan 

yang baik (Good Goveirnancei), seirta mampu meimbeirikan peilayanan yang: 

leibih deikat, ceipat, teipat, murah dan leibih baik, peilayanan yang dimaksud 

adalah peilayanan dari peimeirintah keipada Masyarakat (Goveirnmeint to 

Citizein), dari peimeirintah keipada dunia usaha (Goveirnmeint to Bisnis), dan 

dari peimeirintah keipada peimeirintah (Goveirnmeint to Goveirnmeint) (Firdaus, 

2018). 

Gambar 2.1 Indikator Smart Goveirnmeint 

 

 

 

 

 

 

Sumbeir : Firdaus, 2018 

Langkah awal dalam meinceirdaskan peimeirintah ini akan 

meimbeirikan dampak yang signifikan teirhadap peinataan peimeirintahan yang 

baik, yakni deingan peimeirintah yang kompeitein (beirpeindidikan, teirampil, 

meinguasai teiknologi). Namun peimeirintahan yang kompeitein saja tidak 

Smart 

Govern 

ment 

Smart 

Aksesibilitas 

Akses layanan yang memberikan kemudahan 

Menciptakan layanan yang efektif dan efisien 

Smart Procedur Menciptakan Standar Operating Procedure (SOP) dalam 

penggunaan aplikasi 

Smart Sistem 

Kerja Berkolaborasi/team work;  

Terkoneksi (Connected);  

Terintegrasi (Integrated). 



 

24 
 

cukup, meilainkan diiringi juga deingan peimeirintahan yang beirakhlak, seirta 

meimandang seitiap keipeintingan masyarakat itu seibuah prioritas dan tanpa 

meimbeida-beidakan. 

Peimrintah yang ceirdas meirupakan pilar utama dalam meiwujudkan 

seibuah kota ceirdas. Peimeirintahan yang ceirdas adalah tata keilola 

peimeirintahan yang eifeiktif, transparan, akuntabeil, ceipat dan teipat yang dapat 

meilaksanakan seimua fungsi-fungsi peimrintahan seicara baik deingan 

meimanfaatkan seimua keiunggulan teiknologi seibagai faktor peindukungnya. 

Salah satu wujud nyata dari smart goveirnmeint adalah peinyeileinggaraan 

peilayanan publik yang deikat, ceipat, teipat dan leibih baik seirta tingginya 

partisipasi warga dalam Peimbangunan. 

 

2.4 Sisteim Informasi Layanan Teirpadu (SILAT) Smart Madani  

Peilayanan publik yang beirkualitas dan akuntabeil sudah meinjadi 

fokus peinting dalam organisasi publik. Keiteirbukaan informasi, beirkaitan 

deingan peilayanan meindorong keisadaran masyarakat teintang keiwajiban dan 

haknya (Tui et al., 2022). Hal ini dapat diwujudkan deingan adanya 

peingoptimalan peilayanan publik yang meinjadi suatu keiharusan bagi 

peimeirintah untuk meiwujudkannya, salah satu inovasi yang dapat 

meineintukan peinyeileinggaraan peilayanan publik yang prima adalah 

peimanfataan teiknologi informasi oleih leimbaga peinyeidia layanan publik. 

Seipeirti pada aplikasi Sisteim Informasi Layanan Teirpadu (SILAT) Smart 

Madani yang diwujudkan oleih Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru. 
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Sisteim Informasi Layanan Teirpadu (SILAT) Smart Madani 

meirupakan suatu peilayanan yang beirbasis digital, deingan meinggunakan 

teiknologi yang beirtujuan untuk meimudahkan masyarakat dalam 

meindapatkan layanan di Kantor Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru. 

Sisteim Informasi Layanan Teirpadu (SILAT) Smart Madani ini dibeirlakukan 

pada tahun 2021 seibagai impleimeintasi dari peineirapan Smart City Madani 

Kota Peikanbaru, seisuai deingan peiraturan Walikota Peikanbaru Nomor 56 

Tahun 2019 teintang Masteirplan Peikanbaru smart city, yang mana diseibutkan 

bahwasannya untuk meiwujudkan Smart City Madani ini maka dipeirlukan 

dukungan seiluruh peirangkat daeirah dan instansi di lingkungan Peimeirintah 

Kota Peikanbaru. 

Pada aplikasi Sisteim Informasi Layanan Teirpadu (SILAT) Smart 

Madani ini meincakup seimua peilayanan yang ada pada Kantor Keimeinteirian 

Agama Kota Peikanbaru yaitu : 1) Layanan haji dan umrah; 2) Layanan bimas 

islam; 3) Layanan peindididkan diniyah dan pondok peisantrein; 4) Layanan 

Madrasah; 5) Layanan peinyeileinggara zakat dan waqaf; 6) Layanan 

peinyeileinggara Kristein; 7) Layanan peindidikan agama islam; 8) Layanan tata 

usaha; 9) Layanan umum. Beirikut daftar layanan pada aplikasi Sisteim 

Informasi Layanan Teirpadu (SILAT) Smart Madani : 
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Tabeil 2.1 Jeinis Peilayanan pada Aplikasi SILAT Smart Madani 

No Pelayanan Jenis Pelayanan 

1. Layanan  Haji dan Umrah - Rekomendasi Pembuatan Paspor Jama’ah 

- Pelimpahan Porsi Jama’ah Haji Sakit Permanen 

Tetap 

- Pelimpahan Porsi Jamaah Haji Meininggal 

- Rekomendasi Pembukaan Cabang Penyelenggara 

Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan 

Penyeleinggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) 

- Pendaftaran Jamaah Haji Onlinei 

- Rekomendasi Pengajuan Percepatan 

Keberangkatan Pendamping Jamaah Lanjut Usia 

Lunas Tahap 1 

- Rekomendasi Pengajuan Percepatan 

Keberangkatan Penggabungan Suami/Istri Dan 

Anak Kandung/Orang Tua Teirpisah 

- Perubahan Data Calon Jamaah Haji 

- Pembatalan Porsi Haji Biasa 

- Pembatalan Porsi Haji Karena Wafat 

- Pembatalan Porsi Haji Karena Wafat 

- Pembatalan Validasi Biasa dan Meninggal 

2. Layanan Bimas Islam - Rekomendasi Calon Pengantin 

- Laporan Bulanan KUA 

- Laporan Penyuluh PNS 

- Laporan Penyuluh Non PNS 

- Rekomendasi Pendirian Masjid dan Mushalla 

- Permohonan Kalibrasi Arah Kiblat Baru 

- Disposisi Masuk 

- Permohonan Kalibrasi Arah Kiblat Ulang 

3.  Layanan Pondok Pesantren 

(Pontren) 

- Rekomendasi Pendirian Masjid dan Mushalla 

- Izin Operasional LPQ (PAUDQU, TPQ, TKQ dan 

RTQ) 

- Rekomeindasi Passport Lanjut Studi 

- Disposisi Masuk 

- Rekomendasi Pindah Pondok 

- Laporan bulanan MDT 

- Laporan Bulanan LPQ 

- Laporan Bulanan Pondok Pesantren 

- Bahan Insentif MDT 

- Bahan Insentif LPQ 

- Bahan Insentif Pondok Pesantren 

4. Layanan Madrasah - Izin Operasional LPQ (PAUDQU, TPQ, TKQ dan 

RTQ) 

- Laporan Bulanan Madrasah 

- Absin Uang Makan Guru 

- Penerimaan Berkas Tunjangan Profesi Guru Non 

PNS 

- Penerimaan Berkas Tunjangan Profesi Guru PNS 

- Disposisi Masuk 

- Laporan Bulanan Pengawas 

- Permintaan Berkas Tunjangan Profesi Pengawas 
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No Pelayanan Jenis Pelayanan 

5. Layanan Penyelenggara 

Kristen 

- Izin Opeirasional LPQ (PAUDQU, TPQ, TKQ 

dan RTQ) 

- Surat Tanda Lapor Gereja 

- Keterangan Layak Mengajar Guru PAK Non PNS 

- Rekomendasi Pendaftaran Organisasi Masyarakat 

(Ormas) Kristen 

- Pemberian Rekomendasi Pendirian Yayasan 

Kristen 

- Pemberian Rekomendasi Pendirian Panti Asuhan 

Kristen 

- Rekomendasi Kegiatan Keagamaan Kebaktian 

Kebangunan Rohani (KKR) 

- Pencairan Sertifikasi Guru Agama Kristen PNS 

- Peincairan Sertifikasi Guru Agama Kristen Non 

PNS 

- Laporan Penyuluh Agama Kristen 

- Laporan Pengawas Pendidikan Agama Kristen 

- Disposisi Masuk 

- Administrasi, Perencanaan dan Penilaian 

Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Kristen 

6. Layanan Pendidikan 

Agama Islam 

- Izin Operasional LPQ (PAUDQU, TPQ, TKQ dan 

RTQ) 

- Permintaan Akun SIAGA 

- Permintaan Akun EMIS 

- Penerimaan Berkas Tunjangan Profesi Guru PNS 

- Penerimaan Berkas Tunjangan Profesi Guru NON 

PNS 

- Disposisi Masuk 

- Penerimaan Berkas Tunjangan Profesi Pengawas 

- Permohonan Reset Akun EMIS 

- Permohonan Reset Akun SIAGA 

- Penerimaan Upload Updating Data EMIS PAI 

Bagi Guru yang belum Sertifikasi 

- Penerimaan Upload SIAGA Pedis pada Jadwal 

Mengajar dan Tugas Tambahan Bagi Guru Yang 

Belum Sertifikasi 

7. Layanan Penyelenggara 

Zakat Waqaf 

- Konsultasi Zakat Wakaf 

- Pelaporan Pelaksanaan Ramadhan, Idul Fitri dan 

Idul Adha 

- Disposisi Masuk Pendataan Lembaga Zakat dan 

Wakaf 

8. Layanan Tata Usaha - Permohonan Cuti Pegawai 

- Surat Masuk 

9. Layanan Umum - Surat Masuk 

- Laporan Pengawas 

- Laporan Penyuluh Agama Katolik Gol III 

- Laporan Penyuluh Agama Katolik Gol IV 

Sumbeir : https://silat-peikanbaru.keimeinag.go.id/ 

https://silat-pekanbaru.kemenag.go.id/
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2.5 Pandangan Islam 

Islam meirupakan ajaran yang kompreiheinsif yaitu ajaran yang 

meincakup seiluruh aspeik keihidupan. Yang mana seiluruh ajaran islam 

beirpeidoman pada Al-Qur’an dan Hadis. Keiduanya meinjadi acuan bagi 

manusia dalam meinjalani keihidupannya. Teirmasuk dalam peingaplikasian 

Sisteim Informasi Layanan Teirpadu (SILAT) Smart Madani yang eirat 

kaitannya deingan peilayanan publik, yang mana pada hakikatnya seitiap 

manusia itu meimeirlukan peilayanan, kareina pada dasarnya peilayanan tidak 

bisa dileipaskan dari keihidupan manusia. Seipeirti hal nya yang dijeilaskan 

dalam Al-Qur’an, yaitu : 

دُّوا اهنْ  يهأمُْرُكُمْ  اٰللّه  اِن   ا   الِٰٰٓى الْْهمٰنٰتِ  تؤُه اِذها اههْلِهه كهمْتمُْ  وه اهنْ  الن اسِ  بهيْنه  حه  

ا اٰللّه  اِن    ۗبِالْعهدْلِ  تهحْكُمُوْا بهصِيْرًا  سهمِيْعًا   كهانه  اٰللّه  انِ    ۗبِه   يهعِظُكُمْ  نعِِم   

Artinya : “Seisungguhnya Allah meinyuruh kamu meinyampaikan amanat 

keipada yang beirhak meineirimanya, dan (meinyuruh kamu) 

apabila meineitapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

meineitapkan deingan adil. Seisungguhnya Allah meimbeiri 

peingajaran yang seibaik-baiknya keipadamu. Seisungguhnya 

Allah adalah Maha Meindeingar lagi Maha Meilihat (QS. An-

Nisa’ ayat: 58) “. 

Seipeirti halnya QS. An-Nisa’ ayat: 58 ini teintang peintingnya 

meinyampaikan amanat. Hal ini juga seibagai reipreiseintasi bahwa dalam 

meimbeirikan seibuah peilayanan yang baik keipada publik atau masyarakat 

yang meimbutuhkan peilayanan sama halnya deingan meinyampaikan amanat 
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yang wajib disampaikan deingan seibaik-baiknya. Untuk meimbeirikan 

peilayanan yang prima juga dapat diwujudkan deingan peilayanan beirbasis 

teiknologi seipeirti Sisteim Informasi Layanan Teirpadu (SILAT) Smart 

Madani. Meimbeirikan peilayanan baik seicara digital maupun tidak harus 

deingan konseip tidak meimbeidakan peineirima peilayanan kareina seimua 

peineirima peilayanan meimiliki hak yang sama teirhadap amanat atau 

peilayanan teirseibut. 

Adapun dalil lainnya  teirdapat dalam firman Allah QS. al-Ra’d : 11 

ا يغُهي رُِ  لْه  اٰللّه  اِن   تىٰ بقِهوْم   مه ا يغُهي رُِوْا حه هنْفسُِهِمْۗ  مه باِ  

Artinya :“Seisungguhnya Allah tidak akan meirubah keiadaan seisuatu kaum 

seibeilum meireika meingubah keiadaan diri meireika seindiri (QS. al-

Ra’d: 11)”. 

Ayat teirseibut meinjeilaskan bahwa meilakukan peirubahan sama 

halnya deingan meilakukan geibrakan baru dalam peirubahan. Yang mana 

peirubahan teirseibut harus dilakukan oleih kaum, keilompok, atau organisasi 

meinuju peirubahan kei arah yang leibih baik dari seibeilumnya. Adanya 

peirubahan bukan untuk meimpeirsulit meilainkan untuk meimbeirikan 

keimudahan bagi umat manusia. Inilah tujuan deingan adanya program 

Peikanbaru smart city madani yang akan meimbawa peirubahan keiseiluruh kota 

Peikanbaru teirmasuk tata keilola peimeirintahan yang baik (smart goveirnmeint), 

contohnya seipeirti peimanfaatan teiknologi informasi pada aplikasi SILAT 

Smart Madani pada Kantor Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru. 
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2.6 Peineilitian Teirdahulu 

Adapun peineilitian teirdahulu yang peineiliti jadikan seibagai acuan 

dan peirbandingan teirhadap peineilitian ini adalah seibagai beirikut : 

Tabeil 2.2 Peineilitian Teirdahulu 

No 
Nama/ 

Tahun 
Judul Hasil Penelitian Perbedaan 

1. Rahmadanita et al., 

2019. Jurnal Ilmu 

Pemerintahan 

Widya Praja, Vol. 

44, No.2, Oktober 

2018, e-ISSN: 

0216-4019. 

 

 

Implementasi 

Kebijakan Smart 

Government Dalam 

Rangka 

Mewujudkan Smart 

City Di Kota 

Bandung 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) 

implementasi kebijakan 

smart government dalam 

rangka mewujudkan 

smart city di Kota 

Bandung secara umum 

memberikan dampak 

yang positif bagi target 

groups (kelompok 

sasaran). Context of 

implementation (konteks 

implementasi) 

menunjukkan kondisi 

yang tidak baik 

sementara Content of 

policy (isi kebijakan) 

menunjukkan kondisi 

yang baik. 

Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian 

yang penulis lakukan 

ialah pada penelitian 

ini berfokus kepada 

kebijakan smart 

government dalam 

rangka mewujudkan 

smart city di Kota 

Bandung yang mana 

cakupannya lebih luas 

terfokus pada 

pembangunan 

teknologi, serta 

tampak mengabaikan 

dimensi manusia dan 

institusi. Jika penulis 

berfokus kepada 

penerapan smart 

government pada 

aplikasi layanan saja. 

2. Pangestu & 

Anggraini, 2022 

Jurnal PRAJA 

Institut 

Pemerintahan 

Dalam Negeri, Vol. 

10 No. 2, p-ISSN 

2302-6960 e-ISSN 

2716-165X  

 

 

Strategi Pemerintah 

Daerah Dalam 

Mengembangkan 

Kota Cerdas 

(Smart City) 

Melalui Smart 

Government Di 

Kota Serang 

Hasil penelitian ini yaitu 

menunjukkan bahwa 

kurangnya anggaran 

menyebabkan 

Pemerintah Kota Serang 

dalam hal ini 

Diskominfo belum bisa 

melakukan 

pengembangan program 

dan aplikasi secara 

optimal. Selain itu, 

kurangnya jumlah tenaga 

ahli di bidang IT juga 

menjadi salah satu faktor 

penghambat. Perlu 

adanya dukungan lebih 

dari Pemerintah Kota 

Serang, serta partisipasi 

dari masyarakat untuk 

Penelitian ini dengan 

penelitian yang 

penulis lakukan sama” 

menggunakan Smart 

Government  namun 

perbedaannya pada 

penelitian ini 

menganalisis strategi 

Pemerintah Kota 

Serang dalam 

mengembangkan 

smart city melalui 

smart government. 

Jika penulis berfokus 

kepada penerapan 

smart government  

pada aplikasi layanan. 
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bersama-sama 

mendukung 

perkembangan smart city 

di Kota Serang. 

3. Arief & Yuardani, 

2018, 

Transformasi: 

Jurnal Manajemen 

Pemerintahan, Vol. 

10 No. 2 

Efektivitas 

Penerapan Konsep 

E-Government 

Dalam Bentuk 

Aplikasi Elektronik 

Kelurahan Pada 

Kelurahan 

Sungaibangkong 

Kecamatan 

Pontianak Kota 

Kota Pontianak 

Provinsi 

Kalimantan Barat 

Secara keseluruhan 

pengimplementasian 

aplikasi e-kelurahan 

sudah dapat dikatakan 

efektif dengan catatan 

apabila terdapat sumber 

daya yang kompeten. 

Selain itu ada beberapa 

konten pelayanan 

perizinan dan 

korespondensi di e-

kelurahan yang 

keberadaannya kurang 

berguna, seperti halnya 

masih terdapat aplikasi 

pembuatan surat 

perizinan ataupun 

korespondensi yang 

ganda pada menu 

pelayanan yang berbeda. 
Selanjutnya hal terakhir 

yang masih menjadi nilai 

minus dari aplikasi e-

kelurahan ini ialah 

tampilan input surat 

perizinan ataupun 

korespondensi yang 

dihasilkan oleh aplikasi 

ini terkadang sistematika 

penulisannya belum 

semuanya sistematis, 

jadi pegawai harus 

merapikan surat yang 

dihasilkan oleh sistem 

tersebut secara manual 

ketika hendak mencetak 

surat,  

Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian 

yang penulis lakukan 

ialah pada penelitian 

ini ia berfokkus 

kepada evektifitas 

penerapan konsep E-

Government pada 

aplikasi elektronik, 

sedangkan penelitian 

penulis berfokus 

kepada penerapan 

konsep smart 

government pada 

aplikasi layanan 

elektronik. 

Sumber: Observasi Penulis 

 

2.7 Deifinisi Konseip 

Deifinisi konseip dimaksudkan untuk meimpeirjeilas meingeinai 

konseip-konseip yang akan di teiliti, maka adapun deifeinisi konseip pada 

peineilitian ini yaitu : 
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1. Peimeirintahan yang baik (Good Goveirnancei) meirupakan suatu konseip n 

dalam tatanan peingeilolaan peimeirintahan yang meilibatkan peimeirintah, 

masyarakat dan swasta, guna meinghasilkan peimeirintahan yang 

beirkualitas. Good Goveirnancei meimeigang seimbilan aspeik fundameintal 

dalam peirwujudkannya, yaitu partisipasi, peineigakan hukum, 

transparansi, reisponsivei, konseinsus,  keisamaan, eifeiktifitas dan eifisiein, 

akuntabilitas dan visi strateigi. 

2. Kota ceirdas (Smart City) meirupakan konseip peingeimbangan kota deingan 

meinggunakan prinsip teiknologi informasi yang digunakan untuk 

meingeilola asseit dan sumbeirdaya peirkotaan seicra eifisiein, seirta 

meinginteigrasikan teiknologi informasi deingan beirbagai alat yang 

teirkoneiksi kei jaringan inteirneit untuk meingoptimalkan layanan peirkotaan  

dan meinghubungkannya deingan masyarakat kota. 

3. Peimeirintah yang ceirdas (Smart Goveirnmeint) ini meirupakan  tata Keilola 

peimeirintahan yang eifeiktif, transparan, akuntabeil, ceipat dan teipat dalam 

meilaksanakan seimua fungsi-fungsi peimeirintahan seicara baik seirta 

meimanfaatkan seimua keiunggulan teiknologi seibagai salah satu faktor 

peindorongnya. Smart Goveirnmeint juga meirupakan pilar utama dalam 

meiwujudkan smart city. 

4. Sisteim Informasi Layanan Teirpadu (SILAT) Smart Madani meirupakan 

aplikasi layanan beirbasis digital yang digunakan khusus Kantor 

Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru, aplikasi teirseibut beirisi seimua 

layanan yang ada di dalam Kantor Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru 
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namun dalam veirsi onlinei. Aplikasi SILAT Smart Madani ini juga 

meirupakan impleimeintasi dari adanya program Peikanbaru Smart City 

Madani. 

5. Smart Akseisibilitas meirupakan ukuran keimudahan atau keiteirjangkauan 

yang meiliputi keiteirjangkauan waktu, biaya, usaha dan mudah dicapai. 

6. Smart Proceidureis meirupakan tata cara dari seirangkaian tindakan atau 

opeirasi yang harus dijalankan saling beirhubunga dan beirurutan satu 

deingan yang lainnya. 

7. Smart Sisteim keirja meirupakan susuan antara tata keirja deingan proseidur 

keirja yang meinjadi satu keisatuan dalam peilaksanaan tugas dan fungsi 

organisasi. 

 

2.8 Konseip Opeirasional 

Konseip opeirasional ini dapat dikatakan seibagai unsur yang 

meimbeirikan bagaimana cara meingukur suatu variabeil seihingga peingukuran 

teirseibut dapat dikeitahui indikator-indikator apa saja seibagai peindukung 

untuk dianalisis dari variablei teirseibut. Indikator-indikator ini digunakan 

untuk meingideintifikasi teircapainya hal yang diinginkan dan seibagai acuan 

dalam meincapai targeit. Dalam peineilitian ini, peinulis meinggunakan konseip 

opeirasional dari indikator smart goveirnmeint  yang dijeilaskan dalam buku 

Firdaus yang beirjudul “Peikanbaru Madani (Dari Meitropolitan Meinjadi Smart 

City Meinuju Masyarakat Madani) tahun 2018, yaitu: 
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1) Smart Aksesibilitas, yakni meliputi keterjangkauan dan kemudahan akses 

layanan, yang meliputi waktu, biaya, serta usaha dalam melakukan 

layanan. 

2) Smart Procedure, yaitu tata cara yang merupakan serangkaian tindakan 

operasional yang harus dijalankan dengan cara yang sesuai dengan 

prosedur yang sudah ditentukan, hal ini berkaitan dengan Standard Operating 

Procedurei (SOP). 

3) Smart Sisteim Keirja, meirupakan seirangkaian proseidur dan tata keirja yang 

meimbeintuk suatu proseis aktivitas peilaksanaan tugas dan fungsi 

organisasi. 

Tabeil 2.3 Konseip Opeirasional 

Variabeil Indikator Sub Indikator 

Indikator Smart Government 

dalam buku Firdaus yang berjudul 

“ Pekanbaru Madani (Dari 

Metropolitan Menjadi Smart City 

Menuju Masyarakat Madani) 

tahun 2018 

Smart Aksesibilitas 

a. Akses layanan yang 

memberikan kemudahan 

b. Menciptakan layanan 

yang efektif dan efisien 

Smart  

Procedurei 

a. Menciptakan Standard 

Operating Procedurei 

(SOP) dalam penggunaan 

aplikasi 

Smart Sistem Kerja a. Berkolaborasi 

b. Terkoneksi 

c. Terintegrasi  

Sumbeir : Indikator Smart Goveirnmein dalam Buku Firdaus (2018) 
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2.9 Keirangka Beirfikir 

Gambar 2.2 Keirangka Beirfikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumbeir : Indikator Smart Goveirnmein dalam Buku Firdaus (2018) 

 

 

 

- Aplikasi layanan SILAT Smart Madani masih 

belum familiar di lingkungan masyarakat dan 

belum banyak digunakan 

- Masyarakat masih banyak meinggunakan layanan 

secara manual dengan datang keikantor 

Indikator: 

a. Smart Aksesibilitas 

b. Smart Procedurei 

c. Smart Sistem Kerja 

Penerapan Konsep Smart Government Pada 

Aplikasi Sistem Layana Imformasi Terpadu 

(SILAT) Smart Madani Di Kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

Terlaksananya Konsep Smart city Madani 

melalui Aplikasi Sistem Informasi Layanan 

Terpadu (SILAT) Smart Madani dengan 

mengadaptasi indikator Smart Government 

2. Bagaimana penerapan 

penggunaan Aplikasi SILAT 

Smart Madani di Kantor 

Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru? 

1. Apakah faktor penghambat 

dalam penggunaan aplikasi 

SILAT Smart Madani di 

Kantor Kementerian Agama 

Kota Pekanbaru? 
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BAB III 

MEITODEI PEINEILITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Peineilitian 

Peineilitian ini dilaksanakan di Kota Peikanbaru pada Kantor 

Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru yang beirlokasi di Jl. Arifin Ahmad, 

Simp Rambutan No. 1 Peikanbaru. Peinulis meimilih lokasi teirseibut 

dikareinakan Kantor Keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru adalah instansi 

yang peinulis pilih kareina meinginovasikan peilayanan deingan aplikasi yakni 

Sisteim Informasi Layanan Teirpadu (SILAT) Smart Madani. Oleih kareina 

itulah yang meimbuat peinulis teirtarik untuk meineiliti aplikasi layanan 

teirseibut. Peineilitian ini peinulis lakukan Rabu, 04 Oktobeir 2023 dan obseirvasi 

dilakukan mulai dari  Feibruari 2023. 

 

3.2 Jeinis dan Sumbeir Data 

3.2.1 Jeinis Peineilitian 

Jeinis peineilitian yang peinulis lakukan yakni meinggunkana peineilitian 

kualitatif deingan peindeikatan deiskriptif, yakni beirupa kata-kata teirtulis atau 

lisan dari orang-orang yang meirasakan dampaknya dan peirilaku yang dapat 

diamati. Meitodei peineilitian kualitatif adalah meitodei peineilitian yang 

digunakan untuk meineiliti pada kondisi obyeik yang alamiah, di mana 

peineilitian adalah seibagai instrumeint kunci, teiknik peingumpulan data 

dilakukan seicara trianggulasi, analisis data beirsifat induktif, dan hasil 
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peineilitian kualitatif leibih meineikankan makna dari pada geineiralisasi (Zuchri 

Abdussamad, 2021). 

Maksudnya yakni peineilitian kualitatif meineikankan pada peimikiran 

dan peimahaman peinulis meingeinai peineilitian teirseibut, seicara trianggulasi 

yakni meingkaji atau meinguji peirmasalahan meilalui konveirgeinsi informasi 

dari beirbagai sumbeir yang ada, dan leibih meineikankan makna dari feinomeina 

suatu peirmasalahan teirseibut. 

Seidangkan meinurut Sudjana dan Ibrahim (dalam Jayusman & 

Shavab, 2020) peineilitian deiskriptif  adalah peineilitian yang beirusaha 

meindeiskripsikan suatu geijala, peiristiwa, keijadian yang teirjadi pada saat 

seikarang. Dapat dikatakan deingan meinggunakan peindeikatan seicara 

deiskriptif ini dilakukan deingan cara meincari informasi beirkaitan deingan 

peiristiwa yang ada, dijeilaskan seicara rinci tujuan dari peineilitian, yang mana 

dimaksudkan untuk meindapatkan gambaran meingeinai peiristiwa yang 

diteiliti. 

3.2.2 Sumbeir Data 

Meinurut Pandit dalam (Sri dkk, 2018) data adalah hasil obseirvasi 

langsung teirhadap suatu keijadian, yang meirupakan peirlambangan yang 

meiwakili objeik atau konseip dalam dunia nyata. Dapat dikatakan data ini 

meimuat fakta meingeinai feinomeina suatu peineilitan yang dapat dijadikan 

seibagai acuan, data dapat beirupa gambar atau tulisan yang dileingkapi deingan 

nilai teirteintu. Dalam peineilitian peinulis sangat meimbutuhkan data yang 
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reileivan dalam meilaksanakan peineilitian. Adapun dalam peineilitian ini peinulis  

meimpeiroleih data meilalui dua jeinis sumbeir data yaitu: 

1. Data Primeir 

Sumbeir data primeir yaitu data yang dikumpulkan langsung oleih 

peineiliti dari sumbeir yang beirkaitan deingan aplikasi SILAT Smart 

Madani di Kantor keimeinteirian Agama Kota Peikanbaru. Data primeir ini 

didapatkan peinulis meilalui obseirvasi dan wawancara langsung keipada 

para informan peineiliti yakni staf kantor Keimeinteirian Agama Kota 

Peikanbaru, admin aplikasi SILAT Smart Madani, orang yang 

menggunakan aplikasi SILAT Smart Madani, dan yang tidak 

menggunakan aplikasi SILAT Smart Madani. 

2. Data Seikundeir 

Sumbeir data skundeir dipeiroleih seicara tidak langsung  dan dapat 

Sbeirupa karya ilmiah dari sumbeir informasi lain seibagai peindukung 

peineilitian. Data skundeir dalam peineilitian ini dipeiroleih meilalui teilaah 

pustaka (library reiseiarch) beirdasarkan beibeirapa sumbeir liteiratur yang 

teirkait. Adapun data skundeir yang ada beirupa jurnal meingeinai 

EIleictronic Goveirnmeint, keimudian peiraturan Walikota Peikanbaru 

meingeinai Smart City Madani yang meinjadi dasar peimbeintukan SILAT 

Smart Madani dan laman reismi meingeinai aplikasi SILAT Smart Madani. 
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3.3 Meitodei Peingumpulan Data 

Teiknik peingumpulan data ini dilakukan untuk meindapatkan data 

yang akurat dalam meindukung peineilitian yang peinulis lakukan. Adapun 

teiknik peingumpulan data yang digunakan oleih peinulis, yaitu: 

1. Wawancara (Inteirvieiw) 

Meinurut Sugiyono (dalam Marwah, 2019) wawancara meirupakan 

teiknik peingumpulan data apabila peineiliti ingin meilakukan studi 

peindahuluan untuk meineimukan peirmasalahan yang harus diteiliti, 

namun juga apabila peineiliti ingin meingeitahui hal-hal dari reispondein 

seibagai beintuk peingumpulan data dalam peineilitian yang leibih 

meindalam. Wawancara ini dilakukan deingan meilakukan tanya jawab 

seicara tatap muka dan lisan. Dan wawancara yang dilakukan seicara 

teirstruktur deingan meinyusun peirtanyaan-peirtanyaan seicara beirurutan 

seihingga meiminimalisir peinyimpangan dari tujuan peineilitian. 

2. Obseirvasi 

Obseirvasi meirupakan teiknik peingumpulan data deingan meilakukan 

peingamatan langsung deingan meinggunakan indra peingeilihatan teirhdap 

kondisi, situasi, proseis krgiatan yang teirjadi di lokasi beirlangsungnya 

peineilitian. Keimudian meindeingarkan seiceirmat mungkin, teirutama 

meingeinai bagaimana masalah peineilitian di lapangan, seirta meinganalisis 

seicara ceirmat teintang apa yang teilah diamati (Marwah, 2019). 

Teiknik obseirvasi ini dapat dikatakan seibagai teiknik peingumpulan 

data yang cukup eifeiktif untuk meimahami suatu sisteim. Seibab deingan 
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obseirvasi akan dapat leibih mudah  dalam meinggambarkan keiadaan yang 

diobseirvasi. 

3. Dokumeintasi 

Meinurut Fuad & Sapto (dalam Yusra eit al., 2021) meinjeilaskan 

dokumeintasi adalah salah satu sumbeir data skundeir yang dipeirlukan 

dalam seibuah peineilitian. Dokumeintasi bisa dalam beintuk surat, catatan 

harian, arsip foto, hasil rapat, ceindramata, maupun jurnal keigiatan dan 

seibagainya. Dokumein seipeirti ini dapat digunakan untuk meinggali 

informasi yan teirjadi di masa silam. 

 

3.4 Informan Peineilitian 

Dalam peineilitian kualitatif ini posisi sumbeir data beirupa manusia 

(narasumbeir) sangat peinting peiranannya seibagai seiorang informan yang 

meimiliki informasinya. Sumbeir data dalam peineilitian kualitatif yang beirupa 

manusia ini diseibut seibagai informan. Informan dalam peineilitian meirupakan 

orang atau peilaku yang beinar-beinar tahu dan meinguasai masalah, seirta 

teirlibat langsung deingan masalah peineiliti (Zaqi, 2018). Informan pada 

peineilitian ini adalah: 
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Tabeil 3.1 Informan Peineilitian 

No Informan 

1. Kepala kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

2. Kepala Sub Bagian Umum Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

3.  Staff Bagian Umum Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

4. Operator Aplikasi SILAT Smart Madani Kantor Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru 

5. Pengguna Aplikasi SILAT Smart Madani Kantor Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru 

6. Tidak Sebagai Pengguna Aplikasi SILAT Smart Madani Kantor Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru 

Sumbeir: Data Olahan Peineilitian 2023 

 

3.5 Teiknik Analisis Data 

Teiknik analisis data meirupakan cara bagaimana meineimukan dan 

meingeilola data seicara baik dan sisteimatis. Analisis data dalam peineilitian ini 

yaitu beirupa analisis deskriptif kualitatif, yakni dilakukan  untuk 

meinganalisis data seirta meinggambarkannya beirdasarkan fakta-fakta yang 

ada keimudian  meinghubungkan fakta satu deingan lainnya untuk 

meindapatkan argumeint yang teipat. Adapun aktivitas dalam peingeilolaan data 

kualitatif  ini dilakukan deingan eimpat langkah, yaitu: 

1) Peingumpulan data, yakni proseis dimana meimasuki lingkungan 

peineilitian guna meilakukan peingumpulan data peineilitian. Pengumpulan 

data yang dilakukan penulis yaitu berupa data pengguna aplikasi SILAT 

Smart Madani, data layanan yang dapat diakses pada aplikasi SILAT 

Smart Madani, serta data berupa informasi dari para informan yang 

penulis wawancarai. 
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2) Reiduksi data, yakni beirarti meirangkum, meimilih data yang meimiliki 

pokok peinting yang meimbeintuk kateigorisasi. Data yang direduksi 

penulis yaitu berupa data pengguna aplikasi SILAT Smart Madani, data 

layanan yang dapat diakses pada aplikasi SILAT Smart Madani, serta 

data berupa informasi dari para informan yang penulis wawancarai. 

Seihingga data yang teilah direiduksi meimiliki gambaran yang jeilas seisuai 

deingan tujuan peineilitian. 

3) Peinyajian data, yakni dalam beintuk peineilitian kualitatif peinyajian data 

dapat dilakukan dalam beintuk uraian singkat, bagan, seirta hubungan 

antar kateigori, dan lainnya. Namun dalam peineilitian kualitatif data leibih 

seiring disajikan deingan teiks yang beirsifat naratif. Deingan 

meindeiskripsikan data, maka akan mudah dalam meimahami 

peirmasalahan yang teirjadi seirta meimudahakan dalam meireincanakaan 

langkah keirja seilanjutnya. 

4) Peinarikan keisimpulan/veirifikasi, yaitu keisimpulan yang diambil deingan 

di dukung oleih bukti-bukti yang valid dan konsistein pada peineilitian, 

seihingga meinghasilkan keisimpulan yang kreidibeil. Keisimpulan bisa 

didapat deingan meimbandingkan hasil peineilitian deingan kajian teioritis 

yang digunakan oleh penulis  (Haqie et al., 2020). 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru 

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke 

Indonesia. Pada waktu itu Pekanbaru hanya berupa dusun kecil yang 

bernama Payung Sekaki. Dusun itu terletak di tepi Sungai Siak (tepatnya 

di seberang pelabuhan yang ada saat ini). 

Kemudian di zaman Kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin 

oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah, dusun ini berkembang pesat 

menjadi pusat perdagangan dan merupakan jalur lalu lintas kapal-kapal 

dari berbagai daerah. Pada saat itu pula pusat kerajaan berpindah ke 

seberang, sebelah selatan (sekitar pasar bawah saat ini) yang kemudian 

bernama Senapelan. 

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri 

Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di 

Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan 

diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya 

sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di 

Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis 

tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang 

bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun 

lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. 
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Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan 

yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada 

tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 

1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah 

pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi 

Kota Pekanbaru. 

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil 

Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar 

yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk 

Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki 

wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk 

tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya 

pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar (Wahidmurni, 

2017). 

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota 

Pekanbaru selalu mengalami perubahan: 

1) SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 

tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang 

disebut District. 

2) Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh 

seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru. 
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3) Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur 

Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh 

GUNCO. 

4) Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 

103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau 

Kota B. 

5) UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan 

Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil. 

6) UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru 

sebagai Kota Kecil. 

7) UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. 

8) Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru 

menjadi Ibukota Propinsi Riau. 

9) UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya 

Pekanbaru. 

10) UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan 

Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru. 

 

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru 

Visi  

Percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 disepakati oleh 

Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, 
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diiringi penetapan Visi untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu : 

“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”. 

Misi  

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan 

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, 

serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) 

misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 

2017- 2022, sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, 

Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi; 

2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup 

Masyarakat Berbudaya Melayu; 

3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur 

yang Baik; 

4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasiskan Ekonomi 

Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, 

yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE); 

5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable 

City) dan Ramah Lingkungan (Green City). 
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4.1.3 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru 

a. Luas dan Letak Wilayah 

Luas wilayah Kota Pekanbaru pada tahun 2021 meliputi 

632,26 Km2. Kecamatan Rumbai Timur, Tenayan Raya, dan 

Rumbai Barat merupakan tiga kecamatan terluas di Kota Pekanbaru, 

dengan persentase luas wilayah terhadap total wilayah Pekanbaru 

masing-masing adalah 21,91%, 18,12%, dan 13,63%. Dilihat dari 

ketinggian wilayah tiap kecamatan, Tenayan Raya merupakan 

kecamatan dengan wilayah tertinggi yakni mencapai 43 meter di atas 

permukaan laut. Sebaliknya, Kecamatan Limapuluh merupakan 

kecamatan dengan wilayah terendah yang hanya berkisar 4 meter di 

atas permukaan laut (BPS Kota Pekanbaru, 2023). 

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan  

di Kota Pekanbaru Tahun 2022 

 

Kecamatan 
Ibu Kota 

Kecamatan 

Luas 

Area 

(Km2) 

Peresentasi 

Terhadap Luas 

Kabupaten/Kota 

Tinggi 

Wilayah 

(Mdpl) 

Jarak ke 

Ibukota 

(Km) 

Payung 

Sekaki 

Labuh Baru 

Barat 
35,55 5,63 13,57 4,60 

Tuahmadani Tuahmadani 29,84 4,73 34,00 17,00 

Binawidya 
Simpang 

Baru 
36,59 5,80 34,00 17,00 

Bukit Raya 
Simpang 

Tiga 
22,05 3,49 27,04 5,60 

Marpoyan 

Damai 

Sidomulyo 

Timur 
29,74 4,70 26,06 0,00 

Tenayan 

Raya 
Sialang Sakti 114,40 18,12 43,00 16,00 

Kulim Mentangor 56,87 9,01 43,00 16,00 

Limapuluh Rintis 4,04 0,64 4,00 3,50 
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Kecamatan 
Ibu Kota 

Kecamatan 

Luas 

Area 

(Km2) 

Peresentasi 

Terhadap Luas 

Kabupaten/Kota 

Tinggi 

Wilayah 

(Mdpl) 

Jarak ke 

Ibukota 

(Km) 

Sail Cinta Raja 3,26 0,52 27,20 1,60 

Pekanbaru 

Kota 
Kota Tinggi 2,26 0,36 19,80 2,90 

Sukajadi Pulau Karam 3,76 0,59 20,40 2,00 

Senapelan 
Kampung 

Bandar 
6,65 1,05 18,50 3,50 

Rumbai 
Meranti 

Pandak 
61,86 9,80 34,89 17,00 

Rumbai Barat Maharani 86,01 13,63 34,89 17,00 

Rumbai 

Timur 
Limbungan 138,31 21,91 18,50 4,70 

Pekanbaru 632,26 100,00   

Sumber: Pekanbaruu Dalam Angka, 2023 

Secara geografis Kota Pekanbaru  berada antara 101° 14’ - 

101° 34’ Bujur Timur dan 0° 25’ - 0° 45’ Lintang Utara serta diapit 

oleh Kabupaten Siak, Kampar dan Pelalawan. Adapun batas 

administrasi Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

a) Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

b) Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

c) Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

d) Sebelah Barat : Kabupaten Kampar 

Struktur daratan Kota Pekanbaru relatif datar dengan struktur 

tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir. 

Sedangkan daerah pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis 

tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang 

bersifat asam, sangat korosif untuk besi. Kota Pekanbaru dibelah 

oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki 
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beberapa anak sungai antara lain Sungai Umban Sari, Air Hitam, 

Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan 

Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas 

perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta rakyat dari daerah 

lainnya (BPS Kota Pekanbaru, 2023). 

 

4.1.4 Iklim 

Pekanbaru beriklim teropis. Suhu udara maksimum di Kota 

Pekanbaru pada tahun 2022 mencapai 35,900 C yang terjadi pada bulan 

April, sedangkan suhu udara minimum mencapai 21,000 C yang terjadi 

pada bulan Desember. Curah hujan maksimum di Kota Pekanbaru pada 

tahun 2022 mencapai 473 mm3 dengan jumlah hari hujan 26 hari yang 

terjadi pada bulan Oktober, sedangkan curah hujan minimum terjadi 

pada bulan September sebesar 179 mm3 dengan jumlah hari hujan 17 

hari (BPS Kota Pekanbaru, 2023). 

 

4.2 Gambaran Umum Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

4.2.1 Sejarah Berdirinya Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru adalah salah satu 

instansi vertikal yang berada di tingkat Kab/Kota dan merupakan 

perpanjangan tangan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang 

memiliki kewenangan menyelenggarakan sebagian tugas umum 
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pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama di Tingkat Kota 

Pekanbaru dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.  

Pada awal berdirinya, ada 3 (tiga) Kantor Perwakilan 

pemerintahan yang mengurusi bidang keagamaan di Kotamadya 

Pekanbaru yakni :  

1. Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Islam Kotamadya Pekanbaru 

dengan kepala kantor bernama M. Yahya yang beralamat di Jalan 

Jenderal Sudirman simpang Jalan Kartini Pekanbaru. 

2. Kantor Inspeksi Penerangan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan 

Kepala Kantor H. Sawir Abdullah, BA yang beralamat di Jalan 

Diponegoro Pekanbaru. 

3. Kantor Inspeksi Urusan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan 

Kepala Kantor Baharuddin Yusuf yang beralamat di Jalan 

Diponegoro Pekanbaru. 

Kemudian terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Departemen Agama, maka dari situlah Kantor Perwakilan 

Departemen Agama di seluruh wilayah Indonesia berubah nama 

menjadi Kantor Departemen Agama termasuk di kota Pekanbaru dan 

diikuti pula perubahan nama unit kerja menjadi Seksi Urusan Agama 

Islam, Seksi Penerangan Agama Islam, Seksi Pendidikan Agama Islam 

serta adanya penambahan unit kerja Seksi Perguruan Agama Islam dan 
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Sub Bagian Tata Usaha yang menangani bidang administrasi dan 

kepegawaian.  

Selanjutnya berselang enam tahun kemudian terbitlah Keputusan 

Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Departemen Agama. Terbitnya keputusan Menteri 

Agama yang baru ini membawa perubahan kembali pada Kantor 

Departemen Agama karena adanya penambahan kembali satu unit kerja 

yaitu Penyelenggara Bimbingan Urusan Haji. 

Dalam sejarah berdirinya Kantor Departemen Agama Kota Madya 

Pekanbaru pertama kali dijabat oleh Bapak Baharuddin Yusuf (1975-

1976) dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman simpang Jalan Kartini 

Kartini (Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru 

Kota sekarang) selama lebih kurang 2 (dua) tahun. 

Pada tahun 1976-1982 Kantor Departemen Agama Kota Madya 

Pekanbaru di pimpin oleh Arsyad Yatim, BA, dengan 5 seksi : 

1. Seksi Pendidikan Agama Islam 

2. Seksi Perguruan Agama Islam 

3. Penerangan Agama Islam 

4. Urusan Agama Islam 

5. Penyelenggaraan Haji 

Selanjutnya pada tahun 1982 - 1987 Bakri K menjabat sebagai 

Kepala Kantor Departemen Agama Kota Madya Pekanbaru dengan 

membuat Visi dan Misi Departemen Agama Kota Madya Pekanbaru dan 
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membentuk Koperasi di Kantor Departemen Agama Kota Madya 

Pekanbaru. Kemudian Kepala Kantor Departemen Agama Kota Madya 

Pekanbaru di lanjutkan oleh Mukhtar Awang, BA pada tahun 1987-1992 

dan dilanjutkan oleh Drs. H. Ramli Khatib dengan masa periode 1992-

1998. 

Dimasa kepemimpinan Drs. H. Ramli Khatib, Kantor Depatemen 

Agama Kota Madya Pekanbaru terjadi perubahan diantaranya: 

1. Kembalinya Urusan Haji ke Departemen Agama Kota Madya 

Pekanbaru. 

2. Berubahnya nama Penyelenggara Haji menjadi Seksi Haji dan 

Umrah 

Kemudian pada tahun 1998-2003 Kantor Departemen Agama 

Kota Pekanbaru dipimpin oleh H. Azwar Aziz, M.Si. Pada pada tahun 

2003-2006 dipimpin oleh Drs. H. Bilhaya Athar. Selanjutnya tahun 

2006 -2011 dipimpin oleh Drs. H. Tarmizi, MA. Pada masa 

kepemimpinan Drs. H. Tarmizi, MA Kantor Departemen Agama yang 

semula beralamat di jalan Jenderal Sudirman pindah ke gedung baru di 

jalan Arifin Achmad Simpang Rambutan No. 1. Kantor baru tersebut 

berdiri di atas tanah hak pakai milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru 

dan diresmikan langsung oleh Bapak Walikota Pekanbaru H. Herman 

Abdullah, MM pada tanggal 26 Juni 2008. Pada tahun 2019 tanah 

tersebut oleh Pemko dihibah ke Kementerian Agama Kota Pekanbaru. 
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Selanjutnya dipimpin oleh Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag pada 

tahun 2011-2021. Dimana terjadi perubahan struktur organisasi menjadi 

7 (tujuh) Kepala Seksi/Penyelenggara sesuai dengan Peraturan Menteri 

Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Organisasi Vertikal Kementerian Agama: 

1. Seksi Pendidikan Madrasah 

2. Seksi Pendidikan Agama Islam 

3. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 

5. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 

6. Penyelenggara Syariah 

7. Penyelenggara Kristen 

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag juga 

dilakukan pembagunan Mushalla Ibadurrahman yang pada tahun 2014 

ditingkatkan menjadi masjid dengan nama Masjid Ikhlas Beramal. 

Kepala Kantor Kementerian Kota Agama Kota Pekanbaru dari 

masa ke masa: 

1. Baharuddin Yusuf (1975-1976) 

2. Arsyad Yatim (1977-1982) 

3. Bakri K (1982-1987). 

4. Mukhtar Awang, BA (1987-1992), 

5. Drs. H. Ramli Khatib (1992-1998) 

6. H. Azwar Aziz, SH, M.Si (1998-2003) 
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7. Drs. H. Bilhaya Athar (2003-2006) 

8. Drs. H. Tarmizi, MA (2006-2011) 

9. Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag (2011-2021). 

10.  Drs. H. A. Karim, M.Pd.I (2021-2022) 

11. Drs. H. Syahrul Mauludi, MA (2022-Sekarang) 

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru memiliki 12 KUA 

Kecamatan yaitu: 

1. KUA Kecamatan Kota Pekanbaru 

2. KUA Kecamatan Senapelan 

3. KUA Kecamatan Bukit Raya 

4. KUA Kecamatan Sail 

5. KUA Kecamatan Sukajadi 

6. KUA Kecamatan Tampan 

7. KUA Kecamatan Rumbai 

8. KUA Kecamatan Rumbai Pesisir 

9. KUA Kecamatan Payung Sekaki 

10. KUA Kecamatan Lima Puluh 

11. KUA Kecamatan Tenayan Raya 

12. KUA Kecamatan Marpoyan Damai 

Saat ini Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru memiliki 8 

Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari Kemenag Kota Pekanbaru, 4 

Madrasah Aliyah Negeri yaitu MAN 1 Pekanbaru, MAN 2 Model 

Pekanbaru, MAN 3 Pekanbaru dan MAN 4 Pekanbaru, 3 Madrasah 
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Tsanawiyah Negeri yaitu MTsN Andalan, MTsN 3 Bukit Raya dan 

MTsN 2 Muara Fajar. Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

telah menatapkan program-program prioritas yang hasilnya telah 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Capaian 

program tersebut antara lain: 

1. Penigkatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kota 

Pekanbaru, dengan mensinergikan visi misi Kota Pekanbaru”.. 

2. Menetapkan Standardisasi pelayanan publik, salah satunya “ semua 

urusan gratis/ nol rupiah” . 

3. Menciptakan kerukunan umat beragama, sehingga umat beragama 

di Kota Pekanbaru menjadi rukun, damai, merasa aman  hidup 

berdampingan. 

4. Madrasah di Kota Pekanbaru telah menerapkan sistem belajar “ Full 

Day School”. 

5. Wajib kursus “BP-4” bagi calon pengantin. 

• Perubahan Nama Departemen Agama Menjadi Kementerian 

Agama 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 

Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Agama, 

serta berdasarkan Keputusan Menteri Agama menjadi Kementerian 

Agama, maka terhitung sejak tanggal 03 Desember 2009 Departemen 

Agama berubah menjadi Kementerian Agama. Lebih dari itu bukan 

hanya nama Kementerian Agama pusat saja yang berubah tetapi diikuti 

oleh semua Kantor Wilayah di Provinsi dan Kantor di Kabupaten/Kota, 
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termasuk di Kota Pekanbaru yakni Kantor Departemen Agama Kota 

Pekanbaru berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru. 

Dengan demikian perubahan tersebut menyebabkan segala 

penggunaan atribut seperti logo, lencana, kop surat, stempel, papan 

nama dan lainnya menunjuk kepada Kementerian Agama yang 

menggunakan penyebutan Departemen Agama harus disesuaikan 

menjadi Kementerian Agama. 

 

4.2.2 Visi dan Misi Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

Berdirinya Kementerian Agama Kota Pekanbaru tentunya 

memiliki visi dan misi, yaitu: 

Visi: 

“Kementrian Agama yang profesional dan andal dalam 

membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk 

mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan 

berkepribadian berdasarkan gotong royong.” 

Misi: 

1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama 

2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama 

3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adi, mudah dan merata 

4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu 

5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan 
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6) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governace). 

 

4.2.3 Tema Kerja, Moto Kerja, Sifat Kerja Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru 

 

Adapun tema kerja, moto kerja, dan sifat kerja Kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yaitu: 

Tema Kerja 

“Ciptakan Pelayanan Yang Prima” 

Motto Kerja 

“ Profesional, Berwibawa dan Agamis” 

Sifat Kerja 

“Cepat, Akurat dan Peduli” 

 

4.2.4 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama 

Kota Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru 
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4.2.5 Uraian Kerja (Job Description) Unit Kerja Kementerian Agama 

Kota Pekanbaru 

 

Adapun Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja pada Kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru adalah: 

1) Kepala Kantor  

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru memiliki 

tanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Riau. 

2) Bagian Tata Usaha  

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Koordinasi 

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan dan 

pembinaan administrasi keuangan dan barang milik Negara 

dilingkungan Kota Pekanbaru berdasarkan kebijakan teknis yang 

ditetapkan oleh kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru. 

Bagian Tata Usaha Terdiri Dari:  

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.  

b. Subbagian Hukum dan Keukunan Ummat Beragama  

c. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pengelolaan administrasi 

dan informasi  

d. Subbagian infromasi dan Hubungan Masyarakat  

e. Subbagian Umum  

3) Bidang Pendidikan Madrasah 

Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan,pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang 
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pendidikan masdarasah berdasarkan kebijakan teknis yang 

ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru 

dalam Melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Madrasah 

Menyelenggarakan Tugas:  

a. Menyiapkan kebijakan teknis dan perencanaan program 

dibidang pendidikan madrasah.  

b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan pembinaan dibidang 

kurikulum dan evaluasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, 

sarana dan prasarana, pengembangan potensi siswa, 

kelembagaan, kerjasama dan pengelolaan sistem informasi 

pendidikan madrasah. 

c. Evaluasi dan penyususnan laporan dibidang pendidikan 

madrasah.  

4) Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam  

Bidang Pendidikan Agama dan Keagaamaan islam mempunyai 

tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan dan 

pengelolaan sistem informasi di bidang Pendidikan Agama dan 

Keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan 

oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dalam 

melaksanakan tugas di Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan 

Islam menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di 

bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam. 
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b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang 

pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, taman 

kanak- kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

pendidikan diniyah, informasi pendidikan agama dan kegamaan 

Islam. 

c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama 

dan keagamaan Islam.  

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam  

- Seksi Pendidikan Agama Islam pada PAUD & Pendidikan Dasar 

- Seksi Pendidikan Agama Islam & Pendidikan Menengah  

- Seksi Pondok Pesantren  

- Seksi Pendidikan Diniyah dan Al- Qur’an  

- Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama & Keagamaan Islam  

5) Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah  

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, 

pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang 

penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang 

ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pekanbaru. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyelenggaraan Haji dan 

Umrah menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang 

penyelenggaraan haji dan umrah. 
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b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang 

pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan 

haji, pengelolaan keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan 

umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji dan umrah. 

c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan 

haji dan umrah.  

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari: 

- Seksi Pendaftaran & Dokumen Haji 

- Seksi Pembinaan Haji & Umrah 

- Seksi Akomodasi Transportasi & Perlengkapan Haji 

- Seksi Pengelolaan Keuangan Haji 

- Seksi Sistem Informasi Haji 

6) Bidang Urusan Agama Islam  

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, 

pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang urusan 

agama Islam dan pembinaan syariah berdasarkan kebijakan teknis 

yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota 

Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas bidang urusan agama Islam 

dan pembinaan syariah menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan 

program di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah.  
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b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang 

kepenghuluan, pemberdayaan kantor urusan agama dan keluarga 

sakinah, pemberdayaan masjid, produk halal, hisab rakyat, dan 

pembinaan syariah, serta pengelolaan sistem informasi urusan 

agama Islam dan pembinaan syariah.  

c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam 

dan pembinaan syariah.  

Bidang Urusan Agama Islam & Pemberdayaan Syariah terdiri dari:  

- Seksi Kepenghuluan  

- Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama  

- Seksi Kemasjidan  

- Seksi Produk Halal  

- Seksi Pembinaan Syariah dan Informasi Urusan Agama Islam  

7) Bidang Penyelenggara Syariah  

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, 

pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penerangan 

agama Islam, zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang 

ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pekanbaru.  

Dalam melaksanakan tugas bidang penerangan agama islam, zakat, dan 

wakaf menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan umum kebijakan teknis dan perencanaan dan 

penerangan agama islam, zakat, dan waqaf. 
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b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang 

penerangan dan penyuluhan agama islam, kemitraan umat, 

publikasi dakwah, hari besar islam, seni budaya islam, musabaah 

Al- Qur’an dan Hadis, zakat dan waqaf, serta pengelolaan sistem 

informasi penerangan agama islam, zakat dan waqaf. 

c. Evaluasi dan penusunan laporan di bidang penerangan agama 

islam, zakat, dan waqaf. 

Bidang penerangan agama islam, zakat, dan waqaf terdiri dari 

- Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam 

- Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Qur’an 

dan Al-Hadits 

- Seksi Pemberdayaan Zakat 

- Seksi Pemberdayaan Waqaf 

8) Penyelenggara Kristen  

Pembimbing Masyarakat Kristen mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang 

bimbingan masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang 

ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

lakukan, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

penerapan aplikasi SILAT Smart Madani di Kantor Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru sudah selaras dengan tujuan program smart city madani yakni 

memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan memanfaatkan digitalisasi. 

Sejauh ini aplikasi SILAT Smart Madani telah menampilkan fitur pelayanan 

yang mudah di pahami, dari bagaimana awal mula menjadi pengguna aplikasi 

SILAT Smart Madani hingga apa-apa saja layanan yang dapat diakes oleh 

pengguna pada layanan setiap bidang di Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru. Selain itu, aplikasi SILAT Smart Madani juga digunakan untuk 

akses absen masuk dan pulang bagi pegawai honorer di Kementetian Agama 

Kota Pekanbaru. Serta hubungan SILAT Smart Madani dengan pihak 

pengelola dari swasta pun terjalin dengan baik selayaknya membangun smart 

government di Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Jika di terapkan lebih 

lanjut maka aplikasi layanan SILAT Smart Madani akan dapat memberi 

manfaat lebih bagi pelayanan di Kementerian Agama Kota Pekanbaru, namun 

terlepas dari itu penyampaian aplikasi SILAT Smart Madani kepada 

masyarakat memang masih kurang. 

 Hal ini disebabkan dari adanya beberapa faktor penghamat yang di 

hadapi dalam penerapan SILAT Smart Madani, yakni belum adanya peraturan 
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khusus mengenai penggunaan aplikasi layanan  SILAT Smart Madani 

menjadikan masyarakat masih acuh dan masih banyak yang memilih 

berlayanan secara langsung. Kemudian juga kurangnya pemahaman 

masyarakat membuat SILAT Smart Madani tidak begitu eksis di kalangan 

masyarakat, selain itu adanya hambatan pada sistem aplikasi seperti sistem 

eror dan gangguan sinyal pada saat penggunaan aplikasi yang terkadang 

kurang stabil. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penerapan konsep good 

government pada aplikasi SILAT Smart Madani di Kantor Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru sebagai berikut: 

1. Harus adanya kejelasan dengan mengeluarkan arahan mengenai kebijakan 

pada penggunaan aplikasi SILAT Smart Madani khusus di Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru. 

2. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh perangkat kerja di Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru untuk mempertahankan keberlangsungan SILAT 

Smart Madani. 

3. Harus adanya sosialisasi yang lebih terbuka dan menyeluruh yang 

ditujukan langsung kepada masyarakat. 

4. Mengadakan pelatihan terhadap operator agar dapat meminimalisir 

kesalahan dan mengatasi kesalahan dengan cepat. 
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5. Melakukan evaluasi selama penggunaan SILAT Smart Madani untuk  

dapat meningkatkan lagi kinerja baik operator maupun SILAT Smart 

Madani itu sendiri. 
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LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Draft Pertanyaan Wawancara dengan Informan  

 

1. Operator SILAT Smart Madani 

- Bagaimana kemudahan yang diberikan aplikasi layanan SILAT ini kepada 

pengguna dalam mengakses layanan yang ada di Kantor Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru? 

- Apakah aplikasi layanan SILAT ini dapat menciptakan layanan yang lebih efektif 

dan efisien di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru? 

- Bagaiamana perkembangan layanan di Kemenag Kota Pekanbaru selama adanya 

aplikasi layanan SILAT Smart Madani? 

- Bagaimana upaya yang dilakukan Kemenag Kota Pekanbaru dalam menghimbau 

Masyarakat untuk menggunakan aplikasi SILAT Smart Madani dengan mengikuti 

Standar Operating Procedurei (SOP) yang telah ditentukan? 

- Apakah dalam pelaksanaan layanan SILAT Smart Madani pihak Kemenag Kota 

Pekanbaru berkolaborasi dengan pihak swasta dan Masyarakat? 

- Apakah dalam pelaksanaan layanan digital SILAT Smart Madani pihak Kemenag 

Kota Pekanbaru, Swasta dan Masyarakat mempunyai hubungan yang saling 

memberikan manfaat dan memberikan keuntungan? 

- Bagaimana keterkaitan antara Kemenag Kota Pekanbaru, swasta dan masyarakat 

dalam pelaksanaan layanan aplikasi SILAT Smart Madani? 

- Bagaimana pentingnya keterkaitan peran Masyarakat terhadap keberlangsungan 

aplikasi SILAT Smart Madani? 

 

 



 

2. Pengguna SILAT Smart Madani 

- Bagaimana dampak yang anda rasakan (memudahkan atau tidak) selama 

mengakses layanan di Kemenag Kota Pekanbaru dengan aplikasi SILAT Smart 

Madani? 

- Apakah aplikasi layanan SILAT ini dapat menciptakan layanan yang lebih efektif 

dan efisien di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru? 

- Apakah Standar Operating Procedurei (SOP) penggunaan aplikasi SILAT Smart 

Madani dapat dipahami dengan baik oleh para pengguna? 

- Bagaimana pentingnya keterkaitan peran Masyarakat terhadap keberlangsungan 

aplikasi SILAT Smart Madani? 

 

3. Bukan Pengguna SILAT Smart Madani 

- Bagaimana menurut anda tentang adanya layanan digital secara online untuk 

mengakses layanan di Kemenag Kota Pekanbaru pada aplikasi SILAT Smart 

Madani? 

- Mengapa lebih memilih menggunakan layanan secara langsung di banding 

dengan mengggunakan aplikasi SILAT Smart Madani secara online? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dokumentasi Foto Wawancara dengan Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Wawancara Bersama Operator keseluruhan SILAT Smart Madani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Wawancara Bersama Staff Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

Pengguna SILAT Smart Madani 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Wawancara Bersama Staff Kementerian Agama Kota Pekanbaru Pengguna 

SILAT Smart Madani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Wawancara Bersama Staff Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Wawancara Bersama Masyarakat Bukan Pengguna SILAT Smart Madani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Wawancara Bersama Masyarakat Bukan Pengguna SILAT Smart Madani 
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